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PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF
BUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,

a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur
petunjuk pelaksanaan pemberian insentif Pemungutan
Pajak Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan -Bupati
tentang Pedoman Pembagian dan Pembayaran Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Luwu.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonseia Nomor-4286); '

2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonseia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonseia Nomor 4437) sebagaiman telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor

: 4844);

a4 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonseia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor
5234);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008
tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;

11. ;Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009

%fntang Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah
abupaten Luwu

MEMUSTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN
DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUWU.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Luwu :

Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Luwu.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Luwu

Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi meliputi

Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan SKPD

Pengelola PAD..

7. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada
Pemerintah Kabupaten Luwu yang mengelola Pendapatan
Asli Daerah dalam hal pajak dan retribusi

8. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut

UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan

Daerah yang berlokasi di Kecamatana se-Kabupaten Luwu.
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Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang/Peraturan  Daerah, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya
kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan Pribadi atau Badan.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan
besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
serta pengawasan penyetorannya.

Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut
Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan
sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan pajak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.

BAB Il
ASAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan,
kewajiban, kewajaran dan rasionalitas, serta disesuaikan dengan
besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan
kondisi Daerah.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini merupakan pedoman untuk
terlaksananya penyelenggaraan pemberian dan pemanfaatan
insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB I
MAKSUD PEMBAGIAN DAN SUMBER INSENTIF
Pasal 4

(1) Dalam hal instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan
Retribusi mencapai kinerja tertentu, dapat diberikan insentif.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksud untuk meningkatkan:
a. Kinerja Instansi;
b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi
c. Pendapatan Daerah; dan
d. Pelayanan kepada masyarakat.



Pasal 5

(1) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Rekiame,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah tanah, Pajak sarang
Burung Walet, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta
Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor h
8. Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
13. Retribusi Pelayanan pendidikan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
b. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah;
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
Retribusi Tempat Pelelangan;
Retribusi Terminal;
Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa;
Retribusi Rumah potong Hewan;
RetribusiPenyeberangan di atas Air dan Pelayanan
Kepelabuhan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga; dan
10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
c. Retribusi Perizinan tertentu terdiri dari :
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Gangguan;
3. Retribusi Izin Trayek; dan
4. Retribusi lzin Usaha Perikanan.
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BAB IV
PENERIMA INSENTIF
Pasal 6

(1) Insentif diberikan kepada SKPD Pelaksana Pemungut Pajak
dan Retribusi, serta pihak lain yang membantu pelaksanaan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
secara proporsional kepada :

a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab
pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah;

c. Pejabat dan pegawai SKPD selaku Pelaksana Pemungut
Pajak dan Retribusi sesuai tanggungjawab masing-
masing;

d. Pihak lain yang membantu kelancaran pemungutan suatu
jenis pajak dan retribusi tertentu.

BABV
BESARAN INSENTIF

Pasal 7

(1) Besaran Insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun
anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

(3) Besaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat {2) huruf d, ditetapkan sebesar 10%
(sepuluh persen) dari total Insentif dari jenis pajak dan
retribusi yang melibatkannya.

(4) Dalam hal realisasi pemberian Insentif terdapat sisa lebih,
harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan
Daerah.

Pasal 8

(1) Alokasi besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
diberikan kepada:
a. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan retribusi
b. Apabila dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah terdapat Pihak lain yang membantu pelaksanaan
pemungutan dapat diberikan insentif sebesar 10%
(sepuluh persen) dan pihak instansi pelaksana .
pemungutan sebesar 80 % (Sembilan puluh persen).
(2yPihak lain yang membantu kelancaran pelaksanaan
pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
diarahkan pembagiannya untuk kepentingan belanja pegawai
diukur berdasarkan gaji dan tunjangan yang melekat.



Pasal 9

(1) Alokasi besaran perkalian pembagian insentif untuk Instansi
Pelaksana Pemungutan Pajak ditetapkan sebagai berikut:

a. Bupati dan Waki Bupati Luwu paling tinggi menerima 7
(tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

b. Sekretaris Daerah Paling tinggi menerima 7 (tujuh) Kali
gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

c. Pejabat dan pegawai SKPD sebagai instansi pelaksana
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan
rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, paling tinggi menerima 7 (tujuh) kali gaji
pokok dan tunjangan yang melekat.

2. Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Bagian paling
tinggi menerima 6 (enam) kali gaji pokok dan
tunjangan yang melekat.

3. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD,
masing-masing paling tinggi menerima 4 (empat) kali
gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

4. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan
Staf SKPD masing-masing paling tinggi menerima 3
(tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

(2) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD dengan
mempertimbangan beban tugas, peran serta pegawai dalam
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan tingkat
kesulitan/kejauhan lokasi tugas.

(3) Dalam menjalankan ketentuan pada ayat (2), Kepala SKPD
dibantu oleh Tim Pembagi Insentif yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala SKPD.

(4) Kepala SKPD menetapkan dan sekaligus membuat daftar
penerima dan pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi
daerah dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap triwulan.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
Pasal 10

(1) Pemberian Insentif dapat dilaksanakan apabila mencapai
kinerja tertentu.

(2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pencapaian realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak
daerah paling kurang sebesar :

a. 15% (lima belas persen) untuk Triwulan I;

b. 40% (empat puluh persen) sampai dengan Triwulan il;

c. 70% (tujuh puluh) pers:en) sampai dengan Triwulan IlI;
dan

d. 100% (seratus persen) sampai dengan Triwulan IV.

iS) Insentif yang dapat dibagikan hanya insentif yang bersumber
dari jenis pajak dan retribusi yang mencapai kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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Pasal 11

(1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila pada akhir triwulan | realisasi mencapai 15 %
(lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada
awal triwulan Il;

b. Apabila pada akhir triwulan | realisasi kurang dari 15%
(lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal

E triwulan I1;

N ¢. Apabila pada akhir triwulan )l realisasi mencapai 40%

T (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk

. triwulan | yang belum dibayarkan dan triwulan Ii;

d. Apabila pada akhir triwulan Il realisasi kurang dari 40%
(empat puluh persen), Insentif triwulan [l belum
dibayarkan pada awal triwulan Ili;

e. Apabila pada akhir triwulan 1l realisasi mencapai 70%
(tujuh puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan pada
triwulan IV;

f. Apabila pada akhir triwulan Il realisasi kurang dari 70%
(tujuh puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan pada

triwulan 1V;
g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100%
(seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk )

triwulan yang belum dibayarkan;

h. Apabila pada akhir triwulan [V realisasi kurang dari 100%
(seratus persen) tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh
persen), Insentif diberikan untuk triwulan Il dan triwulan
sebelumnya yang belum dibayarkan.

(2) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau
terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada
tahun anggaran berkenaan, pemberian (nsentif diberikan
pada tahun anggaran berikutnya yang mekanismenya
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VI
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12

(1) Kepala SKPD menganggarkan belanja Insentif Pemungutan
Pajak dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai ketentuan yang
berlaku.

(2) Anggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2), dikelompokkan kedalam belanja tidak
langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai,
obyek belanja insentif pemungutan Pajak serta rincian obyek
belanja pajak dan retribusi daerah

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.




BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

| Pemberian insentif untuk tahun anggaran 2012 dapat dibayarkan

mulai bulan April 2012 sesuai Anggaran Pendapatan Dan
. Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan dilakukan
sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih
lanjut dalam Keputusan Kepala SKPD.
Pasal 16

Peraturan Bupati Luwu ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati Luwu ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di : Belopa
pada tanggal : 4 Juni 2012

BUPATI LUWU,

gangkan di : Belopa
jatanggal @ 4 Jumk 2012

:'_"' RETARIS DAERAH KABUPATEN LUWLU,

SRFUL ALAM
]
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2012 NOMOR 27
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